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TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI USULAN HIBAH

ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH,
PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN

ALQUR'AN /TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang bahwa untuk untuk kelancaran proses pemberian Hibah Daerah,
dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatau sahaan, Pelaporan
dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tehun 2023
tentang Tata Cala Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungiawaban serta
Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Monitoring dan Evaluasi Usulan Hibah Atas Pemberian Hibah
Daerah Untuk Pembangunan Tempat Ibadah, Pondok Pesantren,
Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al- Qu r'an / Taman
Pendidikan Qur'an Tahun Anggar an 2025;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah
beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang;



Menetapkan

6. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 lentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan
Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah sebageimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang Pembentukan produk
Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor I Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor ll Tab:un 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pelaporan dan Pertanggungiawaban serta Monitoring dan
Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 2 Tahun
2O24 lentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk
Nomor 42 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertan
ggungiawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

15. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 39 Tahun 2024 tent-ang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025;

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM
MONITORING DAN EVALUASI USULAN HIBAH ATAS PEMBERIAN
HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH,
PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINTYAH DAN TAMAN
PENDIDIKAN ALQUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN
ANGGARAN 2025.

Membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Usulan Hibah Atas
Pemberian Hibah Daerah Untuk Pembarrgunan Tempat Ibadah,
Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-
Qur'an/Taman Pendidikan Qur'an Tahun Anggaran 2025, dengan
susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan Bupati ini.

KESATU



KETIGA Tim Monitoring dan Evaluasi Usulan Hibah Atas Pemberian Hibah
sebagaimana dimaksud da-lam Diktum KESATU bertugas:
a. meneliti administrasi kelengkapan dan keabsahan dokumen

usulan pengajuan Hibah dari Calon Penerima Hibah kepada
Bupati Nganjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

b. melakukan peninjauan lapangan ke lokasi Calon Penerima
Hibah;

c. menuangkan hasil pelaksanaan penelitian administrasi dan
peninjauan lapangan dalam laporan;

d. menyampaikan laporan pelaksanaan penelitian administrasi
dan peninjauan lapangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten
Nganjuk;

e. melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah
kepada Penerima Hibah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f. menuangkan hasil pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi dalam
laporan; dan

g. menyampaikan laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
kepada Bupati Nganjuk dengan Tembusan Inspektur Daerah
Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT

KELIMA Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.

KEENAM Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tansgal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 16 Januari 2025

suai dengan aslinya
H. BUPATI NGANJUK,

ttd.GIAN HUKUM,

SRI HANDOKO TARUNA

UTRISNO S. M.Si.
Pembina tI
NrP. 1968050 t99202 | OOl

: Dalam melaksanakan tugasnya setiap anggota Tim Evaluasi dan
Tim Monitoring berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 1OO.3.3.2 / 39 / K / 4t r.O13 I 2O2s
TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI USULAN HIBAH
ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH,
PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN AL-
QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MONITORING DAN EVALUASI USULAN HIBAH
ATAS PEMBERIAN HIBAH DAERAH UNTUK PEMBANGUNAN TEMPAT IBADAH,

PONDOK PESANTREN, MADRASAH DINIYAH DAN TAMAN PENDIDIKAN
AL-QUR'AN/TAMAN PENDIDIKAN QUR'AN

TAHUN ANGGARAN 2025

4 (empat) orang dari Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Nganjuk

H. BUPATI NGANJUK,

ai den

c

ttd

S gan aslinya
HUKUM,

SUTRISNO S.H. M.Si.
Pembina Tin
NrP. 19680501 99202 | OO1

SRI HANDOKO TARUNA

i

NO. JABATAN DALAM
TIM

JABATAN DALAM DINAS

1 5

1 Ketua Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Nganjuk

2 Sekretaris Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

Anggota a. 4 (empat) orang dari Bagian Kesejahteraan Ralryat
Sekretariat Daerah Kabupaten Nganjuk

b. 4 (empat) orang dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
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